Yth.

GUBERND FALY

Kendari, 4 Mei 2021
Kepada

Forkopimda Provinsi Sulawesi Tenggara;

Bupati dan Walikota Se Sulawesi Tenggara;

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara;

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tenggara;
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Sultra;
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Se Sulawesi Tenggara;
Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Se Sulawesi Tenggara,
Pimpinan Perusahaan Angkutan Umum Se Sulawesi Tenggara;
Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan Se Sulawesi Tenggara;
Pimpinan Pemegang Izin Kegiatan Angkutan Udara Niaga/Bukan Niaga
Se Sulawesi Tenggara;

Ketua DPD Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) Sultra;

Ketua DPD Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau
dan Penyeberangan (GAPASDAP) Sultra;

14. Ketua DPD Indonesia National Ferryowners Association (INFA) Sultra;
15. Ketua DPD Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Sultra;
16. Ketua DPD Pengusaha Pelayaran Rakyat (Pelra) Sultra.
Masing-masing

di-

p—
=OWVWoHONOUS W=

p—
w D

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 443.1/1898

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN ORANG ANTAR KABUPATEN/KOTA

L

DALAM PROVINSI SULAWESI TENGGARA DENGAN TRANSPORTASI

SELAMA MASA HARI RAYA IDUL FITRI 1442 HIURIAH/TAHUN 2021

DALAM RANGKA PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Latang Belakang

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Satuan Tugas
Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik
Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442
Hijriah, dan Addendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tersebut.



II. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari Surat Edaran ini adalah menindaklanjuti dan mempertegas

a.

Larangan Mudik Lebaran Tahun 2021 oleh Presiden Republik
Idonesia, yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia yang
dimaksudkan mencegah meluasnya penyeberan Corona Virus Disease
2019 di tanah air;

Surat Edaran Satuan Tugas COVID-19 Nomor 13 tahun 2021 dan
Addendumnya tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442
Hijriah Tahun 2021 dan Upaya Pengendalian Penyeberangan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) selama bulan suci ramadhan 1442
Hijriah;

Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SE 24
Tahun 2021 dan Addendumnya Nomor SE 32 Tahun 2021, Surat
Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE 25 Tahun
2021, Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE
26 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang
Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat, Laut, Udara pada Masa
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

2. Tujuan Surat Edaran ini adalah;
a. Pengendalian dan pencegahan terjadinya peningkatan arus

pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan penularan
kasus Corona Virus Disease (COVID-19) antar daerah pada masa
sebelum dan sesudah periode peniadaan mudik diberlakukan;

Agar Kepala Daerah tidak boleh lengah terhadap penularan COVID-19
di daerah sekecil apapun kasus aktif di satu Provinsi, Kabupaten atau
Kota Se Sulawesi Tenggara,

Bupati/Walikota Se Sulawesi Tenggara meningkatkan kedisiplinan
masyarakat terhadap protokol kesehatan.

III. Ruang Lingkup

1. Protokol Kesehatan Umum,;
2. Protokol Kesehatan terhadap Pelaku Perjalanan Dalam Negeri;
3. Peniadaan mudik mulai tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021 untuk

seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;

4. Pengecatatan persyaratan perjalanan orang dengan Transportasi Darat,

Laut, Udara pada periode menjelang masa peniadaan mudik yang berlaku

Tanggal 22 April......



tanggal 22 April sampai dengan tanggal 5 Mei 2021 dan pasca masa
peniadaan mudik yang berlaku tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 24
Mei 2021;

Pemantauan, Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Perjalanan orang
antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sulawesi Tenggara dengan
transportasi selama masa hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah/Tahun 2021
dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19).

Dasar Hukum

10.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan
Bencana;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial
Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi
Nasional;

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin
dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan
Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian
Penyeberangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang
Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 Hijriah Tahun
2021 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19;

Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021
tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan

Upaya Pengendalian ......



11.

12.

13.

14,

Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah, dan Addendum Surat
Edaran Nomor 13 Tahun 2021;

Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor : SE 24 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dengan Transportasi Darat
Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan
Adendum Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 32 Tahun 2021;
Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor : SE 25 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dengan Transportasi Laut
Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor : SE 26 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dengan Transportasi Udara
Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor : SE 27 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dengan Transportasi

Perkeretaapian Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19).

Dasar Pertimbangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

I

Rapat Mitra Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, di Kendari hari
Kamis tanggal 15 April 2021 di Aula Dinas Perhubungan Provinsi
Sulawesi Tenggara melalui Aplikasi Zoom Cloud Meeting dengan hasil
kesimpulan, tindak lanjut rapat susulan masing-masing unit kerja guna
memberikan kejelasan kepada masyarakat terkait pelarangan,
pengecualian, pengawasan, dan sanksi yang akan diberlakukan selama
pelaksanaan pengendalian transportasi masa hari Raya Idul Fitri 1442
Hijriah Tahun 2021, mendirikan posko terpadu oleh petugas kesehatan
dengan menerapkan protokol kesehatan, melaksanakan sosialisasi
melalui media massa.

Rapat melalui Video Conference (Vicon) antara Kepala Kepolisian RI,
Gubernur Sulawesi Tenggara, Forkopimda Provinsi Sulawesi Tenggara
dan instansi terkait tentang penanganan jelang mudik lebaran Tahun
2021 di masa pandemi COVID-19, yaitu protokol kesehatan ketat harus
diterapkan, dan dilarang mudik baik antar Provinsi maupun antar
Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tenggara.

3. Rapat Koordinasi......



3. Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Bidang Operasional dalam Rangka
Pengamanan Idul Fitri 1442 Tahun Hijriah di masa pandemi COVID-19
di wilayah hukum Polda Sulawesi Tenggara pada tanggal 27 April 2021,
dengan hasil rapat aturan mudik mengikuti ketentuan secara nasional.

4, Masih tingginya tingkat penularan kasus positif COVID-19 di Wilayah

Indonesia, termasuk Sulawesi Tenggara.

VI. Isi Edaran

1. Pelaku perjalanan pada umumnya yang menggunakan transportasi wajib
meningkatkan melaksanakan protokol kesehatan sebagai berikut :

a.

Memakai masker dengan benar;

b. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau dengan hand

-0 A0

saniatizer;

Membatasi interaksi fisik dan selalu menjaga jarak;

Tidak boleh berkerumun;

Membatasi aktivitas di tempat umum/keramaian; dan

Mengatur moda transportasi sedemikian rupa, sehingga angkutan
orang Maksimal 50% dari kapasitas sarana angkutan.

2. Pada periode menjelang masa peniadaan mudik yang berlaku tanggal 22
April sampai dengan tanggal 5 Mei 2021 dan pasca masa peniadaan
mudik yang berlaku tanggal 18 Mei sampai dengan 24 Mei 2021,
perjalanan orang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a.

Pelaku perjalanan yang menggunakan Kendaraan Bermotor Umum
serta Angkutan Sungai dan Danau akan dilakukan Rapid Test Antigen
apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah
dalam waktu 1 x 24 Jam sebelum keberangkatan;

Pelaku perjalanan yang menggunakan Kendaraan Bermotor
Perseorangan, dihimbau melakukan Rapid Test Antigen dalam kurun 1
x 24 jam sebelum keberangkatan;

Pelaku perjalanan yang menggunakan Angkutan Penyeberangan Laut,
wajib menunjukan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen
yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 Jam sebelum
keberangkatan, dan 1 x 24 Jam sebelum kepulangan;

Pelaku perjalanan menggunakan Transportasi Udara wajib
menunjukan surat keterangan hasil negatif Rapid Test Antigen yang



sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam sebelum
keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif Rapid Test Antigen
di Bandar Udara sebelum keberangkatan sebagai persyaratan
perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia.

3. Perjalanan rutin menggunakan pelayaran terbatas wilayah satu
Kecamatan /Kabupaten/Provinsi atau Transportasi Darat (Angkutan Laut
atau Angkutan Penyeberangan Laut) dalam wilayah satu aglomerasi
perkotaan dan anak berusia di bawah 5 tahun tidak diwajibkan
menunjukan hasil Rapid Test Antigen.

4. Pada periode peniadaan mudik yang berlaku tanggal 6 Mei sampai
dengan tanggal 17 Mei 2021, perjalanan orang dikecualikan atau boleh
melakukan perjalanan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Dikecualikan atau boleh melakukan perjalanan
1) Kendaraan Pelayanan distribusi logistik;
2) Bekerja/ Perjalanan Dinas;
3) Kunjungan Keluarga Sakit;
4) Kunjungan Duka anggota keluarga meninggal;
5) Ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga;
6) Kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 (dua) orang;

b. Dalam hal kepentingan nonmudik tertentu lainnya Wajib memiliki
Surat Izin Perjalanan atau Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM). Pelaku
perjalanan dalam periode yang dimaksud wajib memiliki versi cetak
dari surat izin perjalanan tertulis atau SIKM (Surat Izin Keluar/Masuk)
yang dilengkapi dengan tanda tangan basah dari pimpinan atau kepala
desa/lurah setempat. Jika terjadi dalam keadaan tertentu operator
transportasi dapat melayani kapasitas maksimal 50% dari total seat,
agar penerapan protokol kesehatan berjalan efektif.

VII. Pengawasan dan Evaluasi

1. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Komandan Korem 143/HO
beserta jajarannya sampai di tingkat Kecamatan dan Desa melakukan
Pengawasan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini;

2. Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan
dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini;

3. Terkait Protokol.......



3. Terkait protokol kesehatan, Pemerintah Provinsi, TNI/Polri, Pemerintah

Kabupaten/Kota, dan instansi terkait lainnya agar menempatkan
personil/petugasnya di teriminal bus, pelabuhan dan bandara pada posko
terpadu serta di titik lokasi yang menjadi pintu masuk sesuai dengan

kewenangannya.

VIIL. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat menjadi
pelaksanaannya.

Surat Edaran ini berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan

tanggal 24 Mei 2021 serta akan dievaluasi sesuai kebutuhan.
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Presiden Republik Indonesia di Jakarta;

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;

Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;

Panglima TNI di Jakarta;

Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;

Kepala BNPB Republik Indonesia di Jakarta,

Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
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